
 

 
 

 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN 

AKAD KHIYAR  JUAL BELI HANDPHONE SECARA ONLINE PADA 

MARKETPLACE RAZKA SMARTPHONE  

 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar sarjana 

hukum ( S.H ) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  

Universitas Islam Negeri Palopo  

 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh 

 

Ratna 

18 0303 0022 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 

2025



 

ii 
 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN 

AKAD KHIYAR  JUAL BELI HANDPONE SECARA ONLINE PADA 

MARKETPLACE RAZKA SMARTPHONE  

 

Skripsi 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh gelar sarjana 

hukum ( S.H ) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Palopo  

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh 

Ratna  

18 0303 0022 

 

Pembimbing: 

 

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI 

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 

2025



 
 

 

iii 
 

 



 
 

 

iv 
 

 

 



 
 

 

v 
 

PRAKATA 

ابَ  لََةوَُالسَّلََم عَلى رَسُوْلِِللََّّ وَعَلىَ الَِه وَصَحْبِهِوَمَنْوَالَِهَ، امََّ  دُ عْ الحَمْدُللَِّهِرَبِّالعَالَمِيْنَوَالصَّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

A. Transiliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transiliterasinya ke dalam huruf latin dapat  

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ



 
 

 

ix 
 

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

  1.vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2.Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

ََ .يْ  .. Fathah dan ya ai a dan u 

ََ .وْ  .. Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعََلَ  -

 suila  سُئِلَ  -
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 kaifa  كَيفَْ  -

 haula حَوْلَ  -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

ََ .ا.َ..ى .. Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 

َِ .ى .. Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

َُ .و .. Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الأطَْفاَلِ  -

رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  الْمَدِيْنةَُ الْمُنوََّ

munawwarah 

 talhah   طَلْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نزََّ

 al-birr  البرِ   -

 

F.Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 



 
 

 

xiii 
 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقلَمَُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلَلَُ  -

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh: 

ازِقِينَْ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إنَِّ اللهَ فهَوَُ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھاَ وَ مُرْسَاھاَ -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للَِّ رَبِّ الْعَالمَِينَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيمِْ  - حْمنِ الرَّ -Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar   الرَّ

rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِلَّه
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ABSTRAK 

 

Ratna,2025. “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan 

Akad Khiyar Jual Beli Handphone Secara Online Pada Marketplace 

Razka Smartphone.”  Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. 

Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Nurul Adliyah. 

 

        Skripsi ini membahas tentang penerapan akad khiyar dalam 

transaksi jual beli handphone secara online pada marketplace Razka smartphone 

serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, 

menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad khiyar pada 

marketplace Razka smartphone dilakukan secara terbatas, hanya dalam bentuk 

kebijakan retur barang apabila terjadi cacat atau ketidaksesuaian dengan deskripsi. 

Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum 

ekonomi syariah, terutama terkait aspek transparansi informasi (gharar). Oleh 

karena itu, diperlukan perbaikan secara optimal sesuai ketentuan syariah.penelitian 

ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi 

syariah dan menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha marketplace agar lebih 

memperhatikan hak-hak pembeli sesuai prinsip Islam. 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah,Akad Khiyar, Jual Beli Online, 

Marketplace Razka Smartphone. 
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ABSTRAK 
 

 

 

Ratna, 2025.  "A Review of Sharia Economic Law on the Implementation of the 

Khiyar Contract for Online Mobile Phone Purchases on the Razka 

Smartphone Marketplace." Thesis, Sharia Economic Law Study 

Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. 

Supervised by Helmi Kamal and Nurul Adliyah.  

 

 

   This thesis discusses the implementation of the khiyar contract in 

online mobile phone purchase transactions on the Razka smartphone marketplace 

and assesses its compliance with the principles of Sharia economic law. This study 

uses empirical and juridical approaches with a descriptive qualitative research 

method. Data were collected through observation, interviews, documentation, and 

literature review. The results indicate that the implementation of the khiyar contract 

on the Razka smartphone marketplace is limited, only in the form of a return policy 

for goods that are defective or do not match the description. However, its 

implementation does not fully comply with the principles of Sharia economic law, 

particularly regarding the aspect of information transparency (gharar). Therefore, 

optimal improvements are needed in accordance with Sharia provisions. This 

research is expected to benefit the development of Sharia economic law and serve 

as an evaluation tool for marketplace businesses to better consider buyer rights in 

accordance with Islamic principles.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Sharia Economic Law, Khiyar Contract, Online Buying and Selling, 

Razka Smartphone Marketplace. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelian dan penjualan daring semakin mudah berkat kemajuan teknologi 

terkini. Metode jual beli ini dilakukan secara daring dan dianggap lebih cepat, 

mudah, dan praktis. Toko daring (olshop) adalah platform jual beli daring yang 

menggunakan media sosial dan situs web sebagai alat pemasaran. Biasanya, 

pembeli disebut sebagai "pembeli" dan penjual sebagai "penjual". Media sosial 

digunakan dalam proses pembelian dan penjualan. Penjual mengunggah gambar 

atau foto produk mereka di situs web, marketplace, dan platform media sosial. Pada 

kenyataannya, pelaku ekonomi menggunakan taktik yang merugikan untuk 

bersaing satu sama lain dalam upaya memenangkan persaingan dan 

memaksimalkan keuntungan. Terdapat pedoman jual beli dalam Islam, khususnya 

dalam QS. An-Nisa ayat 29. 

رَةً عَن ترََ  َٰٓ أنَ تكَُونَ تجََِٰ طِلِ إلَِِّ لكَُم بيَۡنكَُم بٱِلۡبََٰ اْ أمَۡوََٰ أيَ هاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لَِ تأَۡكُلوَُٰٓ
َٰٓ نكُمۡۚۡ ايََٰ ضٖ مِّ

َ كَانَ بكُِمۡ رَ  اْ أنَفسَُكُمۡۚۡ إنَِّ ٱللََّّ   ٩٢حِيمٗا وَلَِ تقَۡتلُوَُٰٓ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salin memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama  suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhny 

Allah maha penyanyang kepadamu.(QS, An-Nisa ayat 29 ) 

 

Makna dari ayat diatas adalah orang boleh memakan harta orang lain dengan 

jalan perniagaan berdasarkan asas saling rela atau taradhi antara dua pihak yang 

bertransaksi. Frasa "tijarah" atau perniagaan dalam ayat mencakup seluruh akad 

tukar-menukar yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, sehingga mencakup jual 

beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. "tijarah" yang bermakna perniagaan atau 

jual beli disebutkan secara khusus dalam ayat karena melihat keumumannya. 
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Umumnya transaksi harta antara manusia yang paling banyak terjadi adalah jual 

beli.  

Pembelian dan penjualan, terutama yang dilakukan secara daring, tidak 

selalu berjalan sesuai rencana, baik bagi pembeli maupun penjual. Hal ini disebut 

sebagai hak khiyar dalam muamalah Islam. Hak khiyar adalah hak yang dimiliki 

oleh penjual dan pembeli untuk melakukan atau mengakhiri transaksi pembelian 

atas nama mereka. Pihak-pihak yang rentan terhadap kerugian dapat dilindungi 

dengan hak-hak ini. 

Jika terdapat perbedaan pada barang, seperti kurangnya kualitas yang 

dibutuhkan, khiyar merupakan salah satu bentuk tindakan pencegahan. Islam 

membolehkan pembelian dan penjualan daring selama jenis, sifat, dan kualitas 

barang yang dijual atau dibeli sesuai dan transparan.1 Dengan demikian, transaksi 

sah jika produk memenuhi persyaratan. Transaksi online memang cepat, tetapi juga 

memiliki kekurangan. Misalnya, pelanggan mungkin merasa dirugikan jika produk 

yang mereka pesan tidak sesuai dengan pesanan atau cacat, sehingga rentan 

terhadap penipuan. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas 

mengenai akad khiyar pada kasus jual beli hp secara online padaRazka smartphone. 

Maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Penerapan Akad Khiyar  Jual Beli Handphone Secara Online Pada 

Marketplace Razka Smartphone. 

                                                             
1 Oktasari, O. Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. Jurnal 

AGHNIYA.2021 , 4(1), 30–48. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian diatas, penulis merumuskan sebuah 

rumusan masalah yaitu 

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli 

handphone secara online di marketplace Razka smartphone? 

2. Apakah penerapan akad khiyar di marketplace Razka smartphone telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis mekanisme penerapan akad khiyar pada transaksi jual beli 

handphone secara online di marketplace Razka smartphone. 

2. Menilai kesesuaian penerapan akad khiyar di marketplace Razka 

smartphone dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain:  

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, 

khususnya terkait penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli secara 

online. 

 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi marketplace Razka smartphone, penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi marketplace Razka smartphone dalam memperbaiki sistem 
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transaksi khusus dalam penerapan akad khiyar, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. 

2) Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang 

lebih baik kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi 

jual beli online, khususnya terkait penerapan akad khiyar sebagai salah 

satu prinsip dalam hukum ekonomi syariah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun  penelitian terdahulu yang relevan digunakan penulis sebagai 

sumber untuk mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

No Nama 

Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan Penelitian 

1 Laili 

Istiqomah, 

2021, 

Skripsi 

Implementasi 

Hak Khiyar 

Dalam Jual 

Beli Online 

Sistem 

Dropship 

(Studi Kasus 

Akun 

Telegram 

PutriShop) 

Penelitian ini 

memperoleh 

kesimpulan yaitu:  

Bentuk hak khiyar 

dalam jual beli 

online sistem 

dropship di akun 

telegram 

Putri.Shop adalah 

bentuk khiyar aib;  

persamaan pada 

penelitian ini adalah 

sama-sama membahas 

tentang akad khiyar 

perbedaannya terletak 

pada tindakan yang 

dilakukan  pada 

penulis saat ini subjek 

pelaku dan usaha 

sebagai indikator. 

2 Asmiyani, 

2020, 

Skripsi 

Penerapan 

Konsep Khiyar 

Pada Jual Beli 

Online Shop 

Dalam 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Prodi Ekonomi 

Islam Unismuh 

Makassar) 

Menurut temuan 

penelitian, salah 

satu indikasi 

terbaik bahwa 

Islam mengatur 

transaksi adalah 

kenyataan bahwa 

Khiyar, kebebasan 

memilih yang 

diberikan kepada 

pembeli dan 

penjual 

berdasarkan suatu 

kontrak, adalah 

hak yang diberikan 

oleh Islam. 

persamaan pada 

penelitian ini adalah 

sama-sama membahas 

tentang hukum jual 

beli online dalam 

perspektif hukum 

islam, perbedaannya 

terletak pada studi 

kasus diamana 

penelitian terdahulu 

hanya mengunakan 

sampel jual beli online 

secara umum, untuk 

penelitian saat ini 

menggunakan studi 

kasus jeual beli Hp 

secara online sebagai 

sampel penelitian.  
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3 Dwi.A.D, 

Karim, 

20212 

Implementasi 

Sighat Akad 

kriyah Pada 

Akad Qardh di 

Bangkalan 

Madura 

Transaksi yang 

dilakukan 

masyarakat 

Madura utamanya 

masyarakat 

Kabupaten 

Bangkalan 

seringkali 

menyebut akad 

hutang sebagai 

pinjam dianggap 

sah karena 

didasarkan sebagai 

niat dalam suatu 

akad. Masyarakat 

Madura sudah 

terbiasa 

menyebutkan kata 

pinjam pada 

transaksi akad 

hutang. Jika kedua 

belah pihak dalam 

transaksi hutang 

piutang paham 

tentang apa yang 

dimaksud maka 

persamaan pada 

penelitian ini adalah 

sama-sama membahas 

tentang implementasi 

akad ariyah 

perbedaannya hanya 

terletak pada peneliti 

terdahulu 

menggunakan akad 

qardh sedangkan 

peneliti saat ini 

menggunakan pelaku 

usaha sebagai subjek 

penelitian  

 

B. Landasan Teori 

1. Hukum Ekonomi Syariah  

"Hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab "hukum", yang 

berarti penyediaan atau penghakiman. Menurut ensiklopedia hukum Islam, 

"hukum" mengacu pada keputusan atas sesuatu atau penghapusannya.3  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, prinsip-prinsip Islam, atau lebih 

luas lagi, pengaturan halal dan haram, memerlukan analisis kasus-kasus keuangan 

Islam. 

                                                             
2 Dwi.A.D, Karim. Implementasi Sighat Akad Ariyah Pada Akad Qardh di Bangkalan 

Madura. Qawwam: The Leader’s Writing Vol. 2, No. 2, 2021. 
3 Ha. Hafizh Dasuki, Ensiklopedia Hukum Islam, PT. IchtiarBaru Van Hoeve, Jakarta. 

Fik. IMA, 2011, 571 
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Di Indonesia, frasa "ekonomi syariah" atau "ekonomi Islam" relatif baru. 

Sebaliknya, frasa ini dikenal sebagai ekonomi Islam (al-iqtishad al-islami) di negara 

lain, yang juga digunakan untuk merujuk pada ekonomi Islam sebagai suatu ilmu. 

Aliqtishad berarti fokus dan adil dalam linguistik.4 

Berikut ini beberapa definisi ekonomi Islam yang diberikan oleh berbagai 

pakar ekonomi Islam untuk membantu pemahaman konsep ini: 

1.)  Ekonomi Islam, menurut Abdul Mun'im al-Jurnal, adalah seperangkat 

gagasan ekonomi yang luas yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. 

2.) M. Umar Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah “ Islamic 

economics was described as the field of study that contributes to the 

realization of human well-being by distributing and allocating resources in 

a way that is consistent with or generating ongoing macroeconomic 

conditions that might decologize balances.”  ( Tanpa memberikan 

kebebasan individu, perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan, atau 

ketidakseimbangan lingkungan, ekonomi Islam adalah ilmu yang 

mendukung upaya untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui distribusi 

dan alokasi sumber daya yang terbatas dalam kerangka ajaran Islam.) 

3.) Menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam adalah “ The goal of Islamic 

economics is to investigate human Falah, or well-being. accomplished by 

allocating Earth's resources based on collaboration and involvement”   

( Ekonomi Islam adalah studi tentang kesejahteraan manusia (Falah), yang 

dicapai dengan mengalokasikan sumber daya planet berdasarkan partisipasi 

dan kerja sama). 

         Ekonomi Islam juga dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mengkaji 

isu-isu ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam 

adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, menurut Yusuf Al-Qardhawi. 

Sistem ini menggunakan prinsip-prinsip yang terkait erat dengan hukum Islam, dan 

berawal dari Allah SWT dan berakhir di sisi Allah SWT. 

                                                             
4  Rafiq Yunus Al-mishri,”ushul al-iqtishad al-islami”, dalam ekonomi islam, ed 

Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2 



8 
 

 
 

Deskripsi ini mengarah pada kesimpulan bahwa hukum ekonomi Islam 

adalah ilmu yang mengkaji perilaku atau aktivitas manusia, seperti produksi, 

distribusi, dan konsumsi, dalam konteks empiris yang nyata.5 

 2. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah  

            Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dalam aspek jual beli 

handphone secara online. 

a. Kejujuran (Al-sidq)  

penjual harus jujur tentang kondisi dan spesifikasi handphone yang dijual. 

b. Kerelaan (Al-Ridha)  pembeli dan penjual harus rela dan setuju dengan 

harga dan kondisi transaksi. 

c. Larangan penipuan ( Tahrim al-Gharar) penjual tidak boleh melakukan 

penipuan atau menyembunyikan informasi penting tentang handphone. 

d. Kemitraan ( Al- Musharakah) penjual dan pembeli harus bekerja sama 

dalam transaksi untuk mencapai kepuasan bersama. 

e. Jaminan garansi penjual harus menyediakan jaminan garansi untuk 

handphone yang dijual. 

Dengan menerapkan prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah ini jual beli 

handphone secara online dapat dilakukan dengan adil dan jujur, dan sesuai 

dengan nilai - nilai Islam.6 

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah  

1). Landasan Syariah 

Bagian yang tetap ( Tsabit ) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan 

dasar ekonomi Islam yang dibawah oleh nash Al-Qur'an dan sunah yang harus 

dipedomi oleh setiap kaum muslimin disetiap tempat dan zaman yang termasuk 

bagian ini adalah :7 

                                                             
5 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, 2012, hlm.27 
6 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan 

syariah ( cet.2 ; Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm.251 
7 Rosalinda, Ekonomi Islam….. hlm.13 
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a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah SWT dan manusia disertai tugas 

untuk mengelolanya. ( QS. An-Najm ayat : 31).8 

نَ ٱلۡعِلۡمِۚۡ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَۡلمَُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِ ِۦوَھُ  لكَِ مَبۡلغَُهمُ مِّ
 ىَٰ وَ أعَۡلمَُ بمَِنِ ٱھۡتدََ ذََٰ

٠٣  

Terjemahnya :  

     “ Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi.” (QS. 

An-Najm ayat :31) 

b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh. 

c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam 

batas kecukupan. 

d. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi 

diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. 

 

 

2). Landasan Konstitusional  

          Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

kegiatan ekonomi secara historis telah diizinkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2008 tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga disahkan pada tahun 2008. 

Terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berlandaskan demokrasi ekonomi 

yang dibangun di atas mekanisme pasar yang berkeadilan merupakan tujuan 

pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut penjelasan hukum 

perbankan syariah.9 

      Manusi adalah aktivitas ekonominya ( yang diarahkan pada pemenuhan 

kebutuhan hidupnya ) berhubungan dengan lingkungan masyarakat yang 

                                                             
8 QS. An-Najm ayat 31 
9 Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah,Konsep Dasar ,Paradigma, Pengembangan 

Ekonomi Syariah. Depok: PT.Rajagrafindo Persada,2017,hlm.22 
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membekalinya dengan nilai-nilai hidup. Manusia berinteraksi dengan masyarakat 

karena seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan dirinya sendiri.10 

      Lebih lanjut, ekonomi Islam diatur oleh undang-undang berikut: 

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 6, Huruf M. Undang-Undang 

tersebut menyatakan bahwa, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, bank konvensional dapat menyediakan pembiayaan atau 

melakukan kegiatan usaha lain berdasarkan prinsip Syariah 

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 13, Huruf C. menjelaskan bahwa 

pembiayaan dan penempatan modal berdasarkan prinsip Syariah dapat 

ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

c. Kegiatan usaha berbasis Syariah secara tegas dilegalkan oleh Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006, yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menyatakan boleh atau tidaknya 

menjalankan usaha yang berdasarkan prinsip syariah seperti reksa dana 

syariah, perbankan syariah, dan asuransi. 

4). Tujuan Ekonomi Syariah  

           Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntutan utama kehidupan 

manusia , yakni menggapai kebahagiaan. 

         Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok 

yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan 

tersebut.11 

          Secara umum penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk:12 

a.  Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara   

kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi 

                                                             
10  Helmi Kamal, Menelusuri Fatwa DSN- MUI  Tentang Ekonomi Syariah, ( produk 

penghimpunan dana ) Muamalah, 2014, 4.2 : 27-32 
11 Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam ( P3EI ) UII, Ekonomi Islam , 

Jakarta: PT.Rajagrafindo persada,2012, hlm.1 
12 Abdul Ghofur, Pengantar Ekonomi Syariah, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, hlm.18 
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pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat 

yang bersifat spriritual dan material. 

b.  Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut 

sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis 

serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara 

Muslim. 

c.  Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan 

menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.  

d.  Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas 

dalam satu ikatan risalah Islamiyah. 

e.  Mewujudka fallah (kesejahteraan) masyarakat secara umum. 

5).  Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah 

        Konsep-konsep ekonomi syariah, atau ekonomi Islam, yang menjadi pedoman 

bagi seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam, muncul dari gagasan-gagasan filosofis 

yang fundamental bagi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip (fondasi) ekonomi syariah 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Asas Tauhid 

      Setiap aspek kehidupan sehari-hari didasarkan pada prinsip Tauhid. 

Menurut Quraish Shihab, Tauhid mengarahkan manusia untuk meyakini 

bahwa Allah SWT adalah pemilik sah semua kekayaan.13 

2. Asas Keadilan  

 Menegakkan keadilan merupakan salah satu ajaran dalam Al-

Qur'an, yang menjadi landasan hukum Islam. Kata Arab "adl", yang secara 

harfiah berarti "sama rata", merupakan asal muasal istilah "keadilan". 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "keadilan" sebagai setara, 

tidak memihak, dan mendukung apa yang adil dan pantas. 

Prinsip-prinsip yang mengatur interaksi dan transaksi serta melarang 

segala bentuk korupsi merupakan sarana penerapan keadilan dalam kegiatan 

ekonomi: 

                                                             
13 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran, Bandung: Mizan 2013, hlm.410 



12 
 

 
 

a. Riba  

   Salah satu tantangan yang sering menggoda banyak orang untuk 

mencari keuntungan adalah riba.  

b. Maysir ( judi ) 

    Secara bahasa maysir  semakna dengan qimar  artinya judi yaitu 

segal bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. 

c. Gharar 

    Dalam istilah fiqh muamalah, gharar dapat memiliki konotasi 

beragam meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara 

sederhana disimpulkan bahwa gharar adalah terkait dengan adakan 

ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.14 

d. Haram 

    Kegiatan ekonomi dalam sistem keuangan syariah sebagai sub 

ordinasi kajian mu’amalah masuk kedalam kelompok ibadah 

mamah.  Dimana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat 

umum. 

3. Asas Maslahat 

        Maslahat secara sederhana diartikan sebagai pemanfaatan sesuatu yang 

memberikan kebaikan, keamanan, manfaat, atau kegunaan sekaligus menghindari 

kerusakan. Jika memenuhi dua syarat kepatuhan (halal) dan kemanfaatan, serta 

memberikan kebaikan (thayyib) pada semua aspek, baik yang haram maupun yang 

tidak, maka maslahat dianggap terpenuhi. 

4. Asas Ta’awun ( tolon - menolong ) 

        Allah SWT sebagai pencipta pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan 

bumi, laut, sungai, hutan , dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia bukan 

milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan 

masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. 

Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, 

baik yang wajib maupun anjuran. 

                                                             
14 Siti Mujibatun, Pengantar Fiqh Muamalah , Jakarta: PT.Rajagrafinfo, 2012, helm. 24 
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5. Asas Keseimbangan  

        Cita-cita dasar yang memengaruhi banyak aspek kegiatan ekonomi seorang 

Muslim adalah keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, kesederhanaan, hemat, 

menghindari pemborosan, dan tidak pelit adalah contoh-contoh prinsip 

keseimbangan.15 

     Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat 

saja,tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum 

serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan mulai 

bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-   ketimpangan sosial ekonomi  

dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan 

tersebut baik dilakukan individu ataupun pihak penguasa. 

 

2. Pengertian Khiyar  

      Khiyar berasal dari Bahasa Arab الخيار  yang berarti pilihan, khiyar  

dikemukakan oleh ulama fiqh dalam permasalahan yang berkaitan dengan 

transaksi dalam bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa permasalahan dalam 

transaksi. Berdasarkan pandangan ulama khiyar  artinya hak khiyar yaitu hak 

memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu 

hal bagi kedua belah pihak. 

Hak khiyar  ditetapkan Syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan 

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka 

lakukan,sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai 

dengan sebaik-baiknya. 16 Tujuan diadakan khiyar  oleh syara  berfungsi agar 

                                                             
15 Rozalinda, Ekonomi Islam …. , hlm.19 
16 Abdul Rahman, fiqh muamalah,  kencana, Jakarta, 2010 hlm. 98 
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kedua orang yang berjualan beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-

masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari 

karena merasa tertipu. Jadi, hak khiyar  itu ditetapkan dalam Islam untuk 

menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan 

jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena 

mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi namun dari segi kepuasan 

pihak yang melakukan transaksi, khiyar  ini yaitu jalan terbaik. 

            Khiyar berasal dari dua sumber: syariat (hukum Islam), yang mencakup 

Khiyar ruyah (khiyar bersyarat) dan aib (khiyar terlarang), dan kesepakatan antara 

para pihak dalam akad, yang mencakup Khiyar kondisi (khiyar bersyarat) dan ta'yin 

(khiyar wajib). Para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang Khiyar, 

dengan menyatakan bahwa durasinya terbatas. Para ulama telah mengajukan 

sejumlah teori tentang durasi Khiyar, termasuk: 

1) Abu Hanifah dan Sayfi'i berpendapat bahwa periode Khiyar tidak boleh 

lebih dari tiga hari. Tidak boleh lebih dari itu. 

2) Imam Malik berpendapat bahwa kebutuhan dan nilai barang menentukan 

lamanya Khiyar. Barang yang sangat berharga dapat disimpan lebih dari tiga 

hari, sementara barang yang nilainya lebih rendah dapat disimpan kurang 

dari sehari. 

3) Kesepakatan antara pembeli dan penjual menentukan lamanya waktu 

Khiyar, menurut Muhammad, Abu Yusuf, dan Imam Ahmad.  

4) Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa berakhirnya masa 

khiyar menandakan selesainya jual beli. 
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5) Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa berakhirnya masa khiyar 

tidak selalu menandakan bahwa jual beli akan terjadi, di mana individu yang 

bersangkutan masih mampu bernegosiasi. 

 

a. Dasar hukum khiyar 

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang 

membolehkan hak khiyar yaitu : 

1. Al- Qur’an 

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29  

رَةً عَن  َٰٓ أنَ تكَُونَ تجََِٰ طِلِ إلَِِّ لكَُم بيَۡنكَُم بٱِلۡبََٰ اْ أمَۡوََٰ أيَ هاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لَِ تأَۡكُلوَُٰٓ
َٰٓ يََٰ

َ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا  اْ أنَفسَُكُمۡۚۡ إنَِّ ٱللََّّ نكُمۡۚۡ وَلَِ تقَۡتلُوَُٰٓ   ٩٢ترََاضٖ مِّ

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salin memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama  suka di antara kamu dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhny Allah maha penyanyang kepadamu”.17 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah 

memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual beli itu 

dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang 

merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-

orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan 

                                                             
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 

h.83 
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waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya 

antara meneruskan jual beli atau membatalkan.  

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar 

 Dari Ibnu Umar, Rasulullh Saw telah bersabda:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Jika dua orang menandatangani perjanjian jual beli, maka keduanya dapat 

melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkumpul 

atau salah satu dari mereka mengajak yang lain untuk melakukan khiyar, 

maka mereka menandatangani perjanjian yang sesuai dengan khiyar, dan 

jika mereka berpisah sementara tidak ada yang meninggalkan jual beli 

(tetapi tetap memilih), maka khiyar dilakukan dalam khiyar. Demikianlah 

seharusnya.”18 

 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya 

dibolehkan. Apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (‘aib) yang bisa 

merugikan kepada pihak pembeli.19 

Berdasarkan hadits di atas, orang yang melakukan jual beli memiliki hak 

khiyar sebelum terjadinya perpisahan antara penjual dan pembeli; apabila salah satu 

pihak mengizinkan khiyar, maka jual beli tersebut sah. 

                                                             
18Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, ( 

Jakarta: Darul Falah, 2002), 669. 
19Ahmad Wardi Muslich, fiqih Muamalah, ( Jakarta: AMZAH, 2015), 217. 
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b. Macam- macam Khiyar 

Jenis hak khiyar di kalangan ulama fiqh cukup beragam: 

1) Khiyar Majelis 

Majelis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. 

Sedangkan khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan 

pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam 

majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah 

apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak 

telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.20 

2) Khiyar Syarat 

Khiyar syarat adalah berwenang untuk melaksanakan atau mengakhirinya 

dalam jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. Sebenarnya, tujuan 

persyaratan khiyar adalah untuk mencegah penipuan akad oleh para pihak yang 

terlibat. 21 

Menurut KHEI Pasal 272 berakhirnya khiyar syarat adalah dijelaskan 

sebagai berikut : apabila masa khiyar telah lewat sedang para pihak yang 

mempunyai hak khiyar tidak menyatakan pembatalan atau melanjutkan akad jual 

beli, akad jual beli berlaku sempurna.22 

 

3) Khiyar Aib 

                                                             
20Endang Hidayat, fiqh jual beli , (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015),33 
21Gufron A Masadi, fiqh Muamalat kontekstual,  
22Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, (Kencana: Jakarta,2009), 80 
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Khiyar aib yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk 

membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada 

objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahunya pada saat akad.23 

Dalam khiyar, terdapat dua jenis cacat: cacat yang disebabkan oleh ulah 

manusia dan cacat yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah non-manusia. Cacat 

ini terbagi dalam dua kategori: cacat internal (bahin), seperti telur yang busuk atau 

busuk, dan cacat eksternal (zahir), seperti ketidakmampuan hewan untuk membawa 

apa pun. 

Agar khiyar dianggap asli, persyaratan berikut harus dipenuhi: 

a. Cacat tersebut harus telah ada dalam jangka waktu yang cukup lama, setelah 

akad ditandatangani sebelum penyerahan. Cacat tersebut masih ada jika muncul 

setelah penyerahan atau saat pembeli memilikinya. 

b. Ketika akad ditandatangani dan barang diserahkan, pembeli tidak mengetahui 

adanya cacat tersebut. Di sisi lain, tidak ada khiyar jika pembeli mengetahui 

adanya cacat tersebut pada saat penyerahan karena mereka dianggap telah 

memberikan persetujuan. 

c. Pemilik barang tidak mensyarakatkan agar pembeli membebaskan jika ada 

cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya tidak ada khiyar jika 

pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.24 

4) Khiyar Ru’yah 

                                                             
23Ghufron A  Mas’adi, fiqh Muamalah Kontekstual, 112 
24Rachman Syafe’i, Fiqh Muamalah, 117  
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Khiyar ru'yah adalah pilihan pembeli untuk menentukan apakah 

pembeliannya atas suatu barang yang belum dilihatnya pada saat akad sah atau 

batal. Menurut beberapa ulama fiqih, termasuk dari mazhab Hanafiah, Malikiyah, 

Hanabilah, dan Zahiriyah, khiyarru'yah diwajibkan dalam Islam. 

Para ulama fiqih berpendapat bahwa akad semacam itu dapat terjadi karena 

barang yang akan dibeli tidak ada di lokasi akad atau karena tidak mudah terlihat, 

seperti ikan kaleng (sardonik). Begitu pembeli melihat barang yang ingin dibeli, 

masa khiyar ru'yah mulai berjalan. Namun, dalam pendapat terkini, para ulama 

Syafi'i (al-mazhab al-jadid) menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak terlihat 

adalah tidak sah. Mereka berpendapat bahwa khiyar ru'yah tidak sah karena 

mengandung unsur penipuan yang dapat mengakibatkan perselisihan.25 

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ru'yah khiyar adalah jenis khiyar 

yang terjadi ketika suatu kontrak ditandatangani dan penjualan dilakukan, 

meskipun pembeli belum melihat barang yang ingin dibelinya. Misalnya, saya 

membeli suatu produk dalam kaleng dengan isi tersembunyi, tetapi ketika saya 

membukanya, saya menemukan isinya telah busuk atau tidak sesuai dengan klaim 

kemasannya.26 

 

5) Khiyar Ta’yin 

Khiyar ta’yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukanbarang yang 

menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar 

                                                             
25Munir Salim, ‘Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam’, Al 

Daulah:JurnalHukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.2 (2017), h373. 
26Sahroni and Hasanuddin Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinyan 

Dalam Ekonomi Syariah, 1st edn, 115 



20 
 

 
 

ta’yin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang 

berbeda kualitas dan harga satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk 

menetukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain khiyar ta’yindi bolehkan 

apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, 

khiyar ta’yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap 

sesuatu yang tidak jelas (majhul).27 

Para ulama berpendapat tentang legalitas khiyar ta’yin. Malikiyah dan 

Hanafiah berpendapat khiyar ta’yin itu dibolehkan dengan dalih istihsan karena 

masyarakat membutuhkannya. Walaupun terdapat faktor jahalah dalam khiyar 

ta’yin tersebut jahalah yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena 

harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi’yah dan Hanabilah 

berpendapat bahwa khiyar ta’yin tidak dibolehkan berdasarkan qisas yaitu 

berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya 

khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui).28 

3. Jual Beli  

a. Pengertian jual beli 

Mengenai terminologi, para ulama telah mendefinisikannya dengan 

beragam cara, terutama oleh para ulama Hanafi, yang mendefinisikannya sebagai 

memperdagangkan sesuatu yang diinginkan dengan cara-cara tertentu yang 

menguntungkan atau menukarkan harta dengan harta. Menurut para ulama Hanafi, 

                                                             
27Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 1st edn, 525. 
28Oni Sahroni and Hasanuddin, fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan 

ImplementasinyaDalam Ekonomi Syariah, 1st, 125 
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makna tepat definisi pertama adalah penerimaan kontrak; definisi ini juga dapat 

merujuk pada pertukaran produk dan penetapan harga antara pembeli dan penjual. 

Menurut Baskoro, e-commerce, atau jual beli daring, adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan pembelian dan penjualan barang dan jasa 

menggunakan jaringan elektronik seperti internet. 

Intinya, tidak banyak perbedaan antara proses pembelian dan penjualan 

secara langsung dan daring. Transaksi pembelian dan penjualan memerlukan 

persetujuan kedua belah pihak. Jual beli batal jika tidak ada pihak yang memberikan 

persetujuan. Dengan kata lain, suatu transaksi dilarang jika melanggar kaidah: 

1) Prinsip Al Taradin Minkum 

Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara 

kedua belah pihak (sama-sama ridha). 

2) Prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun 

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip La Tazhlimuna 

wa la Tuzhlamun yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik 

yang melanggar prinsip ini di antaranya adalah tagrir/gharar (uncertain to both 

parties) baik dalam kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan, 

Ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply untuk mengambil keuntungan diatas 

normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijual naik), Ba’i 

Najasy (rekayasa pasar dalam dengan menciptkan permintaan palsu sehingga 

harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), Riba (terdapat 3 

macam riba yaitu riba fadhl, rabi nasi’ah, dan riba jahiliyah), Maisyir/judi 
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(suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung 

beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya ).29 

b. Dasar hukum jual beli 

Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk saling membantu dengan 

memenuhi sebagian kebutuhannya. Ajaran syariah yang menjadi landasan perilaku 

jual beli ini dijelaskan dalam:  

1) Al Qur’an  

Al-Quran memiliki beberapa ayat yang membahas tentang jual beli, seperti: 

Menurut QS. Al-Baqarah: 275: 

بَ ….. مَ الرِّ ُ الْبيَْعَ وَحَرَّ للََّّ  وَأحََلََّ

 

 

Terjemahnya: 

 ........ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.... 30 

 

QS.An-Nisa:29 

 ياَأيَ هاَ الَّذِينَ آمَنوُا لَِ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُم بيَْنكَُم باِلْباَطِلِ إلَِِّ أنَ تكَُونَ 

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا  نكُمْۚۡ وَلَِ تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْۚۡ إنَِّ اللهَّ  تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

                                                             
29Rachmat Syafi, Fiqh Muamalah ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 45. 
30Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 113 
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membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

Kepadamu.31 

 

Allah SWT melarang riba, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-

Baqarah 2:275. Allah SWT segera menawarkan solusinya: jual beli dalam upaya 

mendapatkan keuntungan finansial. Menurut Surah An-Nisa ayat 29, proses jual 

beli yang dimaksud diperkuat dengan hak pilih (khiyar), yang pada gilirannya 

menumbuhkan rasa kerelaan di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi.32 

 

2) Hadis 

 

صلى الله  –أنََّ الَنَّبيَِّ  –رضي الله عنه  –عَنْ رِفاَعَةَ بْنِ رَافعٍِ 

جُلِ بيِدَِهِ,  –سُئلَِ: أيَ  الَْكَسْبِ أطَْيبَُ? قاَلَ:  –عليه وسلم  عَمَلُ الَرَّ

حَهُ الَْحَاكِم –وَكُل  بيَْعٍ مَبْرُورٍ  ارُ، وَصَحَّ َُ رَوَاهُ الَْبزََّ . 

 

Terjemahnya: 

Dari Rafi’ah bin Rafi’m bahwasanya Nabi SAW ditanya : apa pencarian 

yang paling baik? Jawabannya bekerja seseorang dengan tanganya dan 

tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).33 

 

Menurut Nabi Muhammad (saw), rahasia keberkahan dan kemajuan terletak 

pada kejujuran dalam bertransaksi dengan mengungkapkan kekurangan, cacat, dan 

aspek-aspek lain yang sebanding dari produk yang dijual. 

                                                             
31 Qs. An-Nisa (4): 29 
32Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah, h.12 
33Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, 202 
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Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam bertransaksi, tujuannya 

bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang nyata, tetapi juga untuk mencari 

keberkahan dalam transaksi tersebut, yang akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Rukun jual beli 

Menurut Syariah, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu 

transaksi atau jual beli dianggap sah. Menurut beberapa ulama, jual beli didasarkan 

pada empat rukun:  

a) adanya pihak-pihak yang bertransaksi, atau Al-Mutaaqidain (penjual dan 

pembeli). 

b) Sighat (syarat qabul dan izin). 

c) Barang telah dibeli. 

d) Adanya nilai tukar untuk tukar-menukar barang.34 

2. Syarat-syarat Jual Beli 

Klausul ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian, menjaga 

kepentingan para pihak dalam kontrak, dan memberantas gharar. Dalam jual beli, 

terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:  

a) Syarat Iniqad (terjadinya akad)  

Menurut hukum Islam, suatu perjanjian jual beli harus memenuhi 

syarat-syarat ini agar sah. Perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum 

jika syarat ini tidak terpenuhi. Menurut mazhab Hanafi, terdapat empat 

kategori perjanjian jual beli yang sah. 

                                                             
34Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat. 114 
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b) Syarat aqid 

Hanafiah tidak mensyaratkan orang yang melakukan akad harus 

baliqh, tetapi mensyaratkan aqid (orang yang melakukan akad) harus 

berbilang (tidak sendirian). Syarat aqid adalah harus mumayiz.35 

c) Syarat akad (ijab dan qabul ) 

Syarat-syarat akad sangatlah penting; khususnya, pembeli harus 

menerima apa yang dijanjikan penjual agar penerimaan tersebut sesuai dengan 

ijab. Akad jual beli batal jika terdapat perbedaan antara ijab dan penerimaan, 

misalnya ketika pembeli menerima produk yang tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan penjual. 

d) Syarat tempat akad 

Persyaratan untuk lokasi kontrak adalah bahwa transaksi harus 

diselesaikan dalam satu rakitan kontrak. 

e) Syarat Maqud Alaih (objek akad)36 

Beberapa akad, seperti jual beli salam, mensyaratkan barang yang 

dijual bersifat mutaqawwin, artinya barang tersebut dimiliki secara langsung 

dan boleh digunakan untuk keuntungan mereka. Syarat lainnya adalah barang 

yang dijual harus ada. Produk yang dijual haruslah yang sudah dimiliki dan 

                                                             
35Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat .188 
36Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat .189 
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diserahkan pada saat akad. Kerbau yang hilang tidak dapat dijual karena, 

meskipun merupakan milik penjual, kerbau tersebut tidak ada.37 

d. Syarat sah jual beli 

Anda harus menghindari enam kategori rasa malu berikut saat membeli dan 

menjual: 

1. Ketidak jelasan (jahalah) 

      Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai jenis, rupa, dan 

harga barang yang diperjualbelikan, serta tata cara penetapan harga, jangka 

waktu (sementara), dan tata cara pemberian jaminan. 

2. Pemaksaan (Al-Ikrah) 

     Paksaan dalam konteks ini mengacu pada upaya membujuk seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Paksaan absolut, atau 

paksaan dengan ancaman yang sangat serius, seperti pembunuhan, dan 

paksaan dengan ancaman ringan, atau paksaan yang ringan, seperti 

pemukulan, adalah dua kategori paksaan.38 

3. Pembatasan dengan waktu (At Tauqit) 

Misalnya, "Saya akan menjual kemeja ini kepada Anda selama satu bulan 

atau satu tahun" adalah contoh pembelian dan penjualan dengan batasan 

waktu”. 

4. Penipuan (Al-Gharar) 

                                                             
37Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat .190 
38Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat. 191 
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     Gharar (penipuan) inilah yang dimaksudkan, misalnya ketika seorang 

penjual mengklaim seekor sapi menghasilkan sepuluh liter susu sehari, 

padahal kenyataannya jumlah maksimalnya adalah dua liter. 

5. Kemudharatan (Adh-dharar) 

6. Syarat  yang merusak39 

7. Syarat kelangsungan jual beli (Syarat Nafadz) 

  Syarat-syarat harus terpenuhi agar jual beli dapat terus berlangsung, yaitu 

adanya kepemilikan atau penguasaan atas barang yang dijual (mabi') dan 

bukan milik orang lain. 

8. Syarat Mengikat Jual Beli (Syarat luzum ) 

Khiyar apa pun yang memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkan 

perjanjian harus tidak ada dalam perjanjian jual beli agar dianggap mengikat 

secara hukum. Jika hanya ada satu jenis kiyar dalam jual beli, orang yang 

berhak atas kiyar tidak terikat oleh kontrak dan dapat melanjutkan jual beli 

atau membatalkannya.40 

Adapun syarat- syaratjual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut: 

a) Syarat orang yang berakad 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli harus memenuhi syarat: 

                                                             
39Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat. 192 
40Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat .195 
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1) Berakal maksudnya adalah jaul beli yang dilakukan oleh anak kecil yang   

belum berakal dan oranng gila, hukumnya tidak sah. 

2)   Pelaku akad itu adalah orang yang berbeda.41 

3)   Mazhab Syafi'i lebih lanjut menyatakan bahwa pembeli dan Islam 

bukanlah musuh, bahwa aqid membutuhkan kedewasaan dan pemahaman, dan 

tidak dapat dipaksakan. Dua syarat aqid, menurut ulama Hambali, adalah ijab 

dan kedewasaan, yang berarti kedua belah pihak harus saling ridha (tidak ada 

unsur paksaan kecuali diminta oleh mereka yang berwenang memaksa, seperti 

hakim atau raja).42 

b) Syarat yang terkait dengan ijab qabul. 

Para pemikir hukum Islam sepakat bahwa komponen utama dari jual beli 

adalah kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang 

dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka 

pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.43 

Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak 

yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Dizaman 

modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan 

sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang 

dan menyerahkan brang oleh penjual, tanpa ucapan apapun.44 

c) Syarat barang yang diperjual belikan adalah Syarat-syarat yang terkait. 

                                                             
41Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat, 115 
42Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat. 84 
43Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat. 116 
44Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat. 11 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 
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Keterangan : 

Kerangka pikir penelitian dia atas menjelaskan tentang 

hukum ekonomi syariah yang mana akan menganalisis mekanisme 

penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli handphone secara 

online, merupakan rumusan masalah pertama yang akan di bahas 

pada hasil penelitian. Selanjutnya, pada rumusan masalah kedua 

membahas penerapan akad khiyar yang sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah dan akan di analisis dari rumusan 

masalah pertama dan kedua dan mendapatkan hasil dari penelitian.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian semacam ini, yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan 

data lapangan seperti observasi dan wawancara sebagai sumber utamanya. Hukum, 

yang dipandang sebagai perilaku berpola dalam kehidupan masyarakat yang 

senantiasa berinteraksi dan berkaitan dengan isu-isu sosial, dianalisis secara 

empiris45.  

B. Pendekatan Penelitian 

Metodologi penelitian ini bersifat empiris. Metode ini memanfaatkan 

fakta-fakta empiris untuk memahami unsur-unsur hukum suatu isu atau fenomena. 

Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan 

berinteraksi langsung dengan objek menjadi fokus pendekatan empiris dan yuridis. 

Terkait penerapan akad khiyar untuk penjualan telepon seluler daring, peneliti 

dalam makalah ini menawarkan perspektif hukum ekonomi Islam. 

C. Lokasi Penelitian 

Rencana lokasi pada penelitian ini bertempat di Kota Bone. Adapun waktu 

rencana penelitian akan dilakukan  setelah  dua bulan  dengan sampel Razka 

smartphone sebagai pelaku jual beli Hp secara online.  

 

 

                                                             
45 Soerjono Soekarno and Salemba Diniyah, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1986) 
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D. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah maps yang menjadi pedoman seorang peneliti 

dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan 

dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka peneliti akan 

kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian46. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui konstruksi hukum ekonomi syariah 

terhadap penerapan khiyar dalam jual beli handphone secara online. 

E. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Al-Qur'an, Surat Al-Maidah/5:1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan perundang-undangan 

yang sesuai dengan fokus penelitian ini merupakan sumber bahan hukum primer 

yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

2. Data Sekunder 

a. Bahan hukum primer 

Semua peraturan perundang-undangan yang secara formal ditetapkan oleh 

lembaga negara atau badan pemerintah lainnya dianggap sebagai bahan hukum 

primer. Pejabat negara akan menggunakan kewenangan koersif resmi mereka untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil karya badan 

                                                             
46 Ahmad Tamzeh, Metode Penelitian Kuantitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008) 
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legislatif, mulai dari undang-undang dasar hingga undang-undang pelaksanaan, 

termasuk dalam kategori pertama bahan hukum primer ini. 

b. Bahan hukum sekunder 

Buku, artikel, jurnal, temuan penelitian, makalah, dan bahan hukum primer 

lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas adalah contoh bahan 

hukum sekunder47. 

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini: 

a. Observasi  

Tindakan memahami dan mengumpulkan data tentang suatu objek yang 

diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut disebut observasi. Teknik pelaksanaan 

observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki48. Penelitiam ini secara 

khusus focus pada masalah yang diteliti. 

b. Wawancara (interview) 

Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan keleluasaan lebih besar daripada wawancara terstruktur. Tujuan 

wawancara semi-terstruktur adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber 

dan mengungkap isu-isu secara lebih terbuka49. 

                                                             
47 Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006), 24 
48 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu Sosial (Jakarta:Grafindo Persada. 2002),136. 
49 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: CV 

Alfabeta,2013),140 
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Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dari cara bertanya jawab langasung dengan baik oleh pihak pemberi informasi yang 

berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji50. Wawancara akan 

dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari para penjual handphone di 

lokasi penelitian. 

c. Dokumentasi 

Proses pengumpulan informasi dari dokumen-dokumen tertulis tentang 

penerapan khiyar dalam jual beli telepon seluler secara daring yang dikaitkan 

dengan pengembangan hukum ekonomi syariah. 

d. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan 

cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku kepustakaan dan 

sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya 

dengan maslaah yang dibahas51. 

G. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Kebasahan data adalah standar data dari hasil yang dipusatkan pada data 

yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian empiris adalah datanya melalui 

uji validasi dan rehabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni 

sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

                                                             
50 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta,2013),49 
51 Bondet Wrahartnala, Pengelolaan data dalam Penelitian Sosial, 2019 
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Metode pengolahan data dalam penelitian ini meliputi pengorganisasian, 

analisis, dan penyuntingan. Tanpa mengubah makna sumber aslinya, peneliti 

mengolah data berdasarkan informasi yang dikumpulkan. 

a. Penyuntingan, yang bertujuan untuk memverifikasi dan mengevaluasi ulang 

data guna memastikan keakuratan dan pemrosesan lebih lanjut. 

b. Pengorganisasian, yang mengumpulkan informasi yang telah dimodifikasi. 

Setelah itu, data tersebut dipilih untuk digunakan dalam penelitian. 

c. Analisis, yang memeriksa informasi yang dikumpulkan dari penelitian 

untuk membuat penilaian atas kebenaran fakta yang ditemukan. 

2. Teknik analisis data 

Praktik menyusun informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan tinjauan pustaka secara metodis dikenal sebagai analisis data. 

Prosedur ini mencakup pengklasifikasian dan penyusunan informasi menjadi satu 

kesatuan yang kohesif sehingga dapat dipahami oleh individu dan orang lain. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang 

menyajikan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya 

tanpa mencoba menarik generalisasi yang luas52. 

 

 

                                                             
52 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 147 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

         1.Gambaran umum kabupaten Bone  

              Watampone adalah ibu kota kecamatan Kabupaten Bone, yang secara 

geografis terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 

4.559 km², Watampone mencakup 7,3% dari total luas provinsi. Kabupaten Bone 

memiliki garis pantai sepanjang 138 kilometer dari selatan ke utara dan terletak di 

antara 4°13' dan 50°06' Lintang Selatan serta 119°42' Bujur Timur. 

Dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga lebih dari 1.000 meter di atas 

permukaan laut, Kabupaten Bone terbagi menjadi enam kelompok. Kelompok 

pertama seluas 81.925,2 hektar, yaitu 0–25 meter. Kelompok kedua seluas 

202.237,2 hektar, yaitu 25–100 meter. Kelompok keempat seluas 62.640,6 hektar, 

yaitu 250–750 meter. 40.080 hektare berada pada kelompok kelima, yaitu 750–

1.000 meter. Terakhir, 6.900 hektare berada pada kelompok keenam, yaitu 1.000 

meter ke atas. 

Kemiringan Kabupaten Bone bervariasi, mulai dari datar, agak landai 

hingga sangat curam. Bagian utara Bone, yang sebagian besar terdiri dari wilayah 

pesisir, dan bagian timur keduanya datar dan agak landai. Sebaliknya, wilayah barat 

dan selatan Bone, yang sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung, memiliki 

wilayah dengan lereng curam. 
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Wilayah ini beriklim sedang, dengan suhu antara 24,7°C dan 28,7°C dari 

bulan April hingga September dan tingkat kelembapan antara 74% dan 86%. Curah 

hujan disebabkan oleh angin timur. Di sisi lain, musim kemarau di Kabupaten Bone 

dimulai ketika angin barat bertiup dari bulan Oktober hingga Maret. 

Dengan garis pantai yang membentang sepanjang 138 kilometer dari selatan 

ke utara, wilayah timur Kabupaten Bone memiliki ciri-ciri pesisir. Bagian Barat 

serta bagian selatan di dominasi pegunungan serta perbukitan yang celahnya 

terdapat aliran sungai. Di tahun 2016 kabupaten Bone tercatat dialiri oleh 194 buah 

sungai yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sungai yang 

terpanjang di kabupaten Bone yaitu sungai Walanae yang memiliki hulu di 

kecamatan Bontocani, mengalir melewati kabupaten Soppeng sampai ke Danau 

Tempe di kabupaten Wajo, kemudian alirannya lagi masuk ke kabupaten Bone 

hingga muaranya terletak di teluk Bone. Panjang sungai Walanae bahkan mencapai 

60km dan itupun khusus hanya yang mengalir di wilayah kabupaten Bone. 

B. Mekanisme penerapan akad khiyar dalam transaksi jual beli handphone 

secara online di marketplace Razka smartphone.  

              Marketplace Razka Smartphone sebagai salah satu platform jual beli 

online menghadirkan sistem transaksi yang mengakomodasi prinsip-prinsip akad 

dalam hukum ekonomi syariah, termasuk penerapan hal khiyar. 

     Marketplace Razka Smartphone menerapkan akad jual beli dalam setiap 

transaksi online yang terjadi antara penjual dan pembeli akad ini sah menurut 

hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu: 

1. Pihak yang berakad ( al-’aqidan ) penjual dan pembeli yang cakap hukum. 
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2. Objek akad ( Al-ma’qud ‘alaih ) handphone yang jelas spesifikasi, kondisi, 

dan harganya. 

3. Ijab dan Qabul dilakukan secara digital . 

4. Sighat akad pernyataan kesepakatan yang sah melalui sistem marketplace. 

      Mekanisme penerapan akad khiyar dalam jual beli handphone secara online di 

marketplace Razka smartphone pada tahap ini, penjual diwajibkan memberikan 

informasi yang jelas mengenai spesifikasi kondisi, garansi, dan harga handphone 

yang di tawarkan. Marketplace juga harus menyediakan fitur komunikasi sehingga 

pembeli dapat memastikan kebenaran informasi sebelum melakukan transaksi.  

  Dalam jual beli online terdapat karakteristik yang berlaku dalam melakukan 

penjualan dan pembelian secara online yaitu: 

1. Tidak adanya tatap muka langsung, pembeli hanya melihat foto atau 

deskripsi barang. 

2. Adanya perantara sistem digital , marketplace atau platform menjadi pihak 

ketiga yang menjamin keamanan transaksi. 

3. Pontensi ketidaksesuaian barang menimbulkan hak khiyar. 

4. Pembayaran dilakukan non tunai melalui transfer bank atau fitur COD ( cash 

on delivery ) . 

5. Pengiriman bergantung pada jasa ekspedisi sehingga waktu dan kualitas 

pengiriman bisa menjadi faktor masalah. 

    Maka dari itu pentingnya kita mengetahui dasar atau pengetahuan umum dalam 

transaksi jual beli online agar tidak ada terdapat unsur penipuan atau mendapat 
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masalah dalam melakukan pembelian. Maka dari itu pentingnya ada hak khiyar 

dalam jual beli apalagi dalam jual beli secara online. 

      Didalam sebuah jual beli online perlu kita ketahui adanya hukum Islam dan 

hak khiyar.  

    Khiyar dari arti bahasa berasal dari kata khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan. 

Yang artinya “ memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya. 

      Menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan 

baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.53 

       Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara 

pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Oleh karena 

dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah 

seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya 

segera laku,tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah dijual 

atau kalau pembeli sangat mengharapkan  mendapat barang yang dibelinya, tentu 

tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli.  

        Maka karena itu, untuk menetapkan sahnya ada khiyar harus ada ikrar 

dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau 

kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya. 54 

2. Jenis-jenis akad khiyar  

1. Khiyar Syarat 

                                                             
53 Abdul Aziz Muhammad Azzam,”Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam .” 

Jakarta Amanza,2014 hlm 25 
54 Sudarsono,Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 408 
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     Khiyar bersyarat, menurut Sayyid Sabiq, adalah jenis kiyar di mana satu 

pihak melakukan transaksi dengan pihak lain dan menetapkan bahwa mereka 

dapat membuat kiyar dalam jangka waktu tertentu, meskipun membutuhkan 

waktu yang lama. Mereka dapat melanjutkan transaksi jika mereka setuju, atau 

mereka dapat membatalkannya jika tidak. 

Menurut sudut pandang yang disebutkan di atas, kiyar bersyarat adalah 

kiyar di mana para pihak dalam transaksi menetapkan sejumlah persyaratan 

dalam jangka waktu tertentu. Selama periode ini, salah satu atau kedua belah 

pihak dapat memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan transaksi. Khiyar 

yang sah harus memenuhi dua persyaratan, menurut fikih Islam: harus 

dilaksanakan dalam jangka waktu kiyar yang ditentukan, dan pihak lain harus 

mengetahui pembatalan tersebut. 

Hukum Syariah mengandung kiyar bersyarat yang melindungi kedua 

belah pihak, termasuk salah satu pihak, dari akibat kontrak yang mungkin 

mengandung unsur penipuan dan kecurangan. Oleh karena itu, para pihak harus 

menunggu hingga benar-benar mendesak sebelum melakukan akad dalam 

jangka waktu khiyar atau jangka waktu yang telah ditentukan. Para ulama fikih 

sepakat bahwa syarat khiyar sah jika waktunya telah diketahui, batas waktu 

tiga hari tidak dapat dilampaui, dan barang yang dijual tidak termasuk barang 

yang cepat rusak selama jangka waktu tersebut. 

1) Masa khiyar syarat 

        Periode jeda suatu kondisi memiliki durasi minimum dan 

maksimum. Durasi singkat yang diketahui, misalnya satu jam, adalah 

periode jeda minimum. Tiga hari tiga malam adalah maksimum. Selain 
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didasarkan pada hadis, batasan tiga hari tiga malam ini juga didukung oleh 

justifikasi yang masuk akal bahwa tiga hari biasanya cukup untuk 

pertimbangan yang cermat. 

2) Akhir masa khiyar syarat 

       Berakhirnya masa khiyar akan mengakibatkan hal-hal berikut: 

a. Sesuai dengan pasal 272 KHES, khiyar wajib berakhir jika para pihak 

masih berhak atas hak-haknya setelah masa khiyar berakhir. Jika khiyar 

tidak mengumumkan berakhirnya atau berlanjutnya akad jual beli, 

maka akad tersebut tetap dapat dilaksanakan sepenuhnya. 

b. Memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. 

c. Salah satu jenis tasharuf yang biasanya hanya diperbolehkan bagi 

pemilik adalah tukar-menukar barang selama masa khiyar. 

   Dalam kebijakannya Razka smartphone memberikan garansi produk dan 

kebijakan dalam pengembalian barang untuk memastikan kualitas barang 

dan memberikan kepercayaan kepada pembeli. Pada wawancara pada 

pengelolah Syarir mengatakan  

“Kalau dalam kebijakan apabila terjadi kerusakan atau semacamnya kami 

garansi kembali dana pembeli atau tukar dengan unit lain.Pengembalian 

barang dilakukan ketika memang cacat produk setelah garansi masih ada 

sesuai yang sudah di sepakati sebelumnya dan tidak berlaku jika human 

eror.”55  

      

          Marketplace Razka Smartphone merupakan usaha yang bergerak di bidang 

jual beli smartphone, baik baru maupun bekas maka kebutuhan dan permintaan 

pembeli beda-beda. Berdasarkan hasil wawancara Syaril mengatakan . 

                                                             
55 Syaril, Razka smartphone, wawancara kota Bone, 04 Agustus 2025 
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      “kita menekankan fleksibilitas dalam melayani pembeli sesuai kebutuhan 

mereka”56 

         

      `  Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keluhan dari pembeli memang 

tidak dapat dihindari. 

   Syaril dalam wawancaranya mengatakan  

   “Kadang kalau ada yang bertanya biasanya banyak keluhan yang sering nah 

dapat diluar sana ketika membeli hp tapi kita tetap layani dan coba memenuhi 

bagaimana maunya ini pembeli pa begitu mi setiap orang beda-beda.”57 

  

       Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa tantangan utama dalam usaha 

jual beli smartphone adalah perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli 

mengenai kondisi barang. Olehnya itu, dalam jual beli memang perlu adanya akad 

khiyar agar sebelum terjadinya akad maka pembeli masih perlu membatalkan atau 

menyetujui untuk melanjutkan pembelian. 

      Berdasarkan keterangan dari pihak Razka smartphone sistem pembayaran yang 

berlalu di Razka smartphone hanya menggunakan dua metode pembayaran yaitu 

pembayaran secara tunai untuk pembelian langsung ditempat, serta transfer bank 

untuk transaksi luar kota. Razka smartphone menegaskan bahwa untuk pengiriman 

diluar kota tidak melayani sistem Cash On Delivery ( COD ). Barang hanya akan 

dikirim setelah pembayaran dilakukan secara penuh melalui transfer bank.  

    Syahril pun mengatakan: 

“iye,dalam transaksi pembayaran tidak dipake COD karna biasa itu orang ada mi 

nanti barangnya datang banyak lagi alasannya, nah kita ini mauki menjual secara 

pasti kalau ada membeli berarti barang sudah laku”  

     

                                                             
56 Syarir, Razka smartphone wawancara, kota Bone, 04 Agustus 2025 
57 Syarir, Razka smartphone wawancara, kota Bone, 04 Agustus 2025 
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    Dalam perspektif fiqh muamalah sistem pembayaran semacam ini dapat 

dipahami sebagai bentuk akad jual beli secara sah, karna ada kerelaan antara penjual 

dan pembeli serta kejelasan mengenai harga dan cara pembayaran.  

 

2.Khiyar Aib 

     Tidak terpenuhinya kriteria yang diharapkan pada awalnya merupakan 

salah satu jenis khiyar yang termasuk dalam kategori khiyar naqishah (nilai 

barang yang diberikan lebih rendah). Khiyar aib (cacat) mengacu pada hak 

untuk membatalkan jual beli dan mengembalikan barang karena adanya 

cacat atau kerusakan yang tidak teridentifikasi pada suatu barang, baik cacat 

tersebut sudah ada pada saat transaksi maupun baru muncul setelah 

transaksi selesai, terutama pada saat serah terima awal. Ulama Islam 

umumnya sepakat bahwa pengembalian barang selama transaksi jika 

terdapat cacat diperbolehkan. Akad dianggap sah dan tidak diperlukan 

khiyar lagi jika telah dilaksanakan dan salah satu pihak menyadari adanya 

cacat tersebut. Hal ini dikarenakan barang dan kondisinya dianggap telah 

diterima oleh pihak tersebut. 

Terdapat berbagai hukum dalam syariat Islam yang berkaitan dengan 

barang cacat, baik yang rusak seluruhnya maupun sebagian, sebelum 

maupun sesudah akad: 58 

a. Barang rusak sebelum diterima pelanggan 

1.  Transaksi batal demi hukum karena barang rusak saat berada di 

tangan penjual atau cacat sejak awal. 

                                                             
58 Purnasiswa, Metodologi Fikih Muamalah ( Aghisna Publisher,2020 ) ,80 
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2. Kontrak batal demi hukum dan konsumen wajib membayar ganti 

rugi jika barang rusak saat berada di tangan penjual. 

3. Jual beli tidak batal demi hukum karena barang yang rusak berada 

di tangan orang lain. Sebaliknya, pembelilah yang berwenang untuk 

memutuskan apakah akan melanjutkan perjanjian jual beli atau 

mengakhirinya.  

b. Apabila barang rusak seluruhnya sesudah diterima oleh pelanggan.59 

a)  Karena barang tersebut bukan lagi kewajiban penjual, jual beli tetap sah 

meskipun barang tersebut cacat atau rusak akibat tindakan pembeli, penjual, 

atau orang lain. Meskipun demikian, pihak yang menyebabkan kerusakan 

tetap bertanggung jawab jika kerusakan tersebut dilakukan oleh orang lain.  

      b).  Apabila barang rusak dari penjua sehingga ada dua pilihan  tindakan yaitu:  

1) Penjual bertanggung jawab meskipun pembeli telah membayar harga dan 

menjaga barang dalam kondisi baik, dengan atau tanpa persetujuan penjual. 

2) Transaksi batal demi hukum jika penjual tidak memberikan izin untuk 

menyimpan barang dan jumlah yang dibayarkan belum dibayarkan. 

3) Terlepas dari apakah masalah tersebut disebabkan oleh pembeli atau orang 

lain, pelanggan bertanggung jawab jika barang tersebut rusak sebagian 

setelah dikirimkan kepada mereka. 

C).  Perlu dipertimbangkan dari dua perspektif, apakah pembeli menyebabkan 

kerusakan. Perundang-undangannya sama dengan produk yang rusak oleh orang 

                                                             
59 Moh. Ah. Subhan. Z.A., Hak Pilih ( khiyar ) Dalam Transaksi Jual beli Di Media 

sosial menurut Perspektif Hukum Islam, Akademika Volume 11  Nomor 1, Juni 2001, 70 
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lain jika disimpan dengan persetujuan penjual. Namun, penjualan barang yang 

rusak tersebut batal demi hukum jika disimpan tanpa persetujuan penjual. 

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ada enam metode untuk mengatasi kerusakan 

produk sebelum serah terima dalam skenario seperti itu:60 

a)  Penjualan tidak batal demi hukum dan akad tetap berlaku jika 

tindakan pembeli menyebabkan produk rusak, baik seluruhnya 

maupun sebagian, sebelum ijab qabul (akad penerimaan). 

b) Klien memiliki pilihan untuk mempertahankan akad atau 

mengakhirinya jika kerusakan barang disebabkan oleh tindakan 

orang lain (bukan pembeli atau penjual). 

c) Jika cacat pada barang, sebelum ijab qabul, merupakan akibat dari 

kecerobohan penjual dan merupakan cacat yang dibuatnya sendiri, 

transaksi dapat batal demi hukum. 

d) Pembeli dibebaskan dari kewajiban memperbaiki barang yang rusak 

jika tindakan penjual berkontribusi terhadap kerusakan tersebut. 

Namun, mereka memiliki pilihan untuk membayar biaya yang lebih 

rendah jika ada alasan lain. 

e) Klien diwajibkan untuk membayar seluruh harga jual jika barang 

rusak akibat kesalahan mereka sendiri. Namun, penjual dapat 

memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dan meminta 

pengembalian dana penuh beserta sisa barang.  

                                                             
60 Sayyid Sabiq., Fikih Sunnah , ( Jakarta: Cakrawala Publishing,2009 ) , 200 
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f) Pelanggan dapat memilih untuk membatalkan atau melanjutkan 

pembayaran sisa dan pembayaran yang dikurangi jika kualitas dan 

nilai barang menurun akibat musibah yang Allah SWT. Sayyid 

Sabiq menjelaskan bahwa, seperti halnya barang cacat setelah ijab 

qabul (akad nikah), konsumen bertanggung jawab untuk mengganti 

barang dengan harga asli jika pemasok tidak dapat menyediakan 

alternatif. Pembeli wajib membayar penuh atau menyediakan barang 

dengan nilai yang sama jika penjual menawarkan pilihan lain. 

     Terkait pengembalian barang, pengelola menjelaskan retur hanya 

dapat dilakukan apabila kerusakan berasal dari cacat produksi dan masih 

dalam masa garansi. Jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan pengguna ( 

human eror ) , maka pengembalian barang tidak berlaku. Seperti hasil dari 

wawancara Syaril mengatakan : 

“ Pengembalian barang dilakukan apabila terjadi kerusakan yang 

dilakukan user ( rusak produksi ) dan kembali lagi garansi disesuaikan 

kesepakan pembeli.” 61 

       

      Dengan demikian hak khiyar konsumen tetap dijamin, tetapi 

dalam batasan tertentu agar tidak merugikan penjual. 

         Kebijakan ini sejalan dengan prinsip khiyar syarat  dan khiyar aib. 

Khiyar syarat pada pemberian garansi dalam jangka waktu tertentu dimana 

pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa kondisi barang. Sedangkan 

khiyar aib tampak pada hak pengembalian barang ketika terbukti cacat 

                                                             
61 Syariah, Razka smartphone wawancara kota Bone, 04 Agustus 2025 
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produksi. Adapun pembatasan terhadap kerusakan akibat kesalahan 

pengguna merupakan bentuk keadilan agar hak khiyar tidak disalah gunakan  

oleh pihak pembeli.62  

 Syaril mengatakan :  

 

“ Dalam sebuah usaha apalagi seperti ini menjual hpki banyak juga 

saingan,bukan juga modal sedikit dipake jadi harus Ki menjual secara 

jujur,amanah dan bertanggung jawab  karena mauki menjual jangka 

panjang bukan ji mau menjual musiman.” 63 

        

        Dengan demikian niatkanlah proses jual beli adalah ibadah dengan senantiasa 

memberikan kemudahan kepada para pembeli yang membutuhkan barang.  

3. Pengertian Jual Beli Online  

        Penulis menjelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan untuk 

memperdagangkan suatu objek dengan alat tukar, beserta kesepakatan bersama 

yang mendorong pengalihan kepemilikan atas objek tersebut secara sukarela, dalam 

perdebatan di Bab II. 

Istilah bahasa Inggris "on" yang berarti "hidup" atau "di dalam", dan "line" 

yang berarti "garis", "jalur", "saluran", atau "jaringan" merupakan asal usul kata 

"online". Karena internet dimaksudkan sebagai sebuah komunitas, platform ini 

berfungsi sebagai penghubung untuk memberi orang ruang bagi mereka untuk 

mengekspresikan kreativitas mereka. 

Penulis selanjutnya akan membahas landasan hukum yang baik dari Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk jual beli daring. 

                                                             
62 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011). 
63Syaril, Razka smartphone, wawancara kota Bone, 04 Agustus 2025 
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1. Transaksi elektronik didefinisikan sebagai kegiatan yang memanfaatkan 

media tertentu, seperti komputer, telepon pintar, dan jaringan, dalam Pasal 

1 ayat 2 UU ITE. 

2. Teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib digunakan dengan itikad 

baik, untuk kepentingan pengguna, secara hati-hati, dan tidak memihak 

dalam mengevaluasi informasi yang dikumpulkan, sesuai dengan Pasal 3 

UU ITE. 

3. Sesuai dengan Pasal 4 UU ITE, tujuan transaksi elektronik adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi. 

      Jual beli secara daring, seperti yang dilakukan oleh pengguna Telegram, 

WhatsApp, dan platform lainnya, merupakan metode tambahan yang dapat 

digunakan, namun penting untuk berfokus pada isi perjanjian, bukan sekadar 

bagaimana perjanjian itu diucapkan atau diungkapkan. 

C. Penerapan Akad Khiyar di Razka smartphone dengan prinsip Hukum 

Ekonomi Syariah.  

        Transaksi jual beli sesungguhnya memiliki posisi yang sangat penting 

dalam kehidupan umat manusia. Jual beli menjadi sarana manusia untuk saling 

memenuhi kebutuhan satu sama lain. Keberadaan kegiatan jual beli juga sekaligus 

menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam pemenuhan 

kebutuhan hidupnya membutuhkan keterlibatan manusia lain.64 

                                                             
64 Nurhayati , Dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,  Edisi 4 , Jakarta: Penerbit 

Salemba Empat, 2015 
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         Melalui transaksi jual beli seseorang dapat memperoleh barang-barang yang 

dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya secara lebih mudah dan efisien. Tidak 

hanya itu,melalui transaksi jual beli ini pula seseorang mampu mendapatkan 

keuntungan atau nilai lebih guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup.65 

 Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam Islam  

1. Prinsip ketuhanan ( Tauhid ) 

prinsip ini merupakan kesadaran bahwa semua adalah milik Allah SWT dan 

semua aktivitas diawasi oleh Allah SWT. Selain itu, transaksi jual beli tidak 

semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari 

itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam 

menyongsong kehidupan diakhirat nanti.66 

2. Prinsip kerelaan ( Ridhaiyyah )  

Dalam praktek jual beli prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab 

dan Qabul  yang dilakukan tanpa paksaaan serta bebas dari berbagai 

intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi 

prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan 

informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric infomation 

, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang 

lengkap dan baik dari pihak yang lain. Informasi-informasi yang dimaksud 

                                                             
65 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001).a 
66 Adiwarman A. Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 
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seperti kualitas, kuantitas , harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal 

tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadlis atau penipuan.67 

3. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan  

kegiatan jual beli harus memiliki kemanfaatan bagi pihak-pihak yang 

bertransaksi. 

4. 68Prinsip keadilan 

prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap 

tidak saling menzalimi. Penjual harus bersikap adil kepada seluruh pembeli. 

Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan 

harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.69 

5. Prinsip kejujuran  

penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan 

dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan 

menyeluruh. 70 

6. Prinsip kebebasan  

yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan 

sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan 

prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan 

kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. 

                                                             
67 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2012). 
68 Fathurrahman, “Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Online: Analisis Fiqh 

Muamalah,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 7, no. 2 (2019): 101–115. 
69 Rahmawati, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Khiyar pada Transaksi E-

Commerce,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia 10, no. 1 (2020): 45–56. 
70 Nurul Putri Sari, “Penerapan Prinsip Fiqh Muamalah dalam Marketplace Syariah,” 

Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 6, no. 1 (2021): 23–35. 
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Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 

‘aqid ( orang yang berakad ) memiliki hak untuk memutuskan akadnya 

yakni menjadikan atau membatalkan. 

7. 71Prinsip akhlak / etika  

prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat Nabi dan rasul 

dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq   ( benar ), amanah ( dapat 

dipercaya ), tabliq  ( menyampaikan kebenaran ), dah Fathanah ( cerdas dan 

berilmu ). 

8. Prinsip sahih 

Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar, maka 

transaksi tersebut sah. Syarat dan rukun jual beli berikut ini harus terpenuhi 

agar kaidah jual beli dapat terwujud dengan baik72: 

a. Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut;  

1) Mumayyiz, yakni bisa membedakan antara yang baik dan buruk. 

2) Baliqh. 

3) Tidak dalam paksaan. 

4) Bukan orang yang mubadhir. 

        b. Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut; 

1) Ada dan nyata: barang yang dipertukarkan harus benar-benar ada dan 

nyata 

                                                             
71 Muhammad Hidayat, “Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online di Marketplace 

Shopee” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018). 
72 Rian Kusuma, “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Perspektif Fiqh 

Muamalah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020). 
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2) Murni, artinya barang yang dipertukarkan tidak boleh haram menurut 

syariat Islam atau najis. 

3) Bermanfaat, artinya barang yang dipertukarkan harus memberikan 

manfaat. 

4) Dimiliki, artinya pembeli harus memiliki barang yang dipertukarkan atau 

memiliki wewenang untuk memilikinya. 

5) Dapat diserahterimakan. 

c.  Akad ijab dan kabul harus sah dan diselesaikan dalam satu transaksi. Salah satu 

atau kedua belah pihak dapat melaksanakan ijab dan kabul secara tertulis, atau 

lisan dengan menggunakan bahasa atau istilah yang dipahami kedua belah pihak. 

d. Masing-masing pihak harus menyepakati harga atau nilai tukar dan 

membayarnya pada saat transaksi. Waktu pengembalian harus dijelaskan secara 

eksplisit jika pembayaran tertunda (utang).73

                                                             
73 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam 

Perspektif Syariah (2021), diakses dari https://www.ojk.go.id. 
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    Prinsip utama jual beli yang harus diterapkan di marketplace Razka smartphone 

yaitu: 

1. Kerelaan kedua belah pihak ( an-taradhim) dimana transaksi sah jika 

dilakukan tanpa paksaan antara penjual dan pembeli. 

2. Barang yang halal dan jelas ( Al-ma'qud ‘alayh ) menggunakan produk yang 

dijual benar-benar barang dari marketplace Razka smartphone itu sendiri, 

jelas spesifikasinya dan tidak boleh mengandung unsur penipuan. 

3. Transparansi harga ( tsaman ) harga harus disampaikan dengan jelas tidak 

boleh ada ketidakpastian ( gharar ) misalnya perbedaan harga tanpa 

informasi yang pasti  

4. Akad yang sah ( ijab qabul ) di marketplace Razka smartphone akad 

dilakukan secara elektronik melalui konfirmasi pembelian dan pembayaran 

sebagai bentuk ijab qobul modern. 

5. Bebas dari riba, transaksi kredit boleh dilakukan dengan akad Murabahah 

jual beli dengan margin yang di sepakati sejak awal, bukan bunga ( riba ) 

tetapi di marketplace Razka smartphone tidak menerapkan transaksi kredit 

untuk menghindari dari riba yang bisa saja terjadi. 

6. Hak khiyar ( opsi memilih ) pembeli berhak membatalkan transaksi apabila 

barang cacat atau tidak sesuai deskripsi. 

      Dengan mekanisme yang diterapkan marketplace dapat disimpulkan bahwa jual 

beli online pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hak 
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khiyar dalam bentuk khiyar syarat dan khiyar aib dapat diaplikasikan secara nyata 

untuk melindungi hak-hak pembeli. 

     Namun tantangan tetap ada , seperti potensi penipuan, barang yang tidak sesuai 

deskripsi, dan biaya retur yang merugikan pembeli. Oleh sebab itu, transparansi 

penjual, kejujuran dan sistem perlindungan pembeli menjadi syarat penting agar 

transaksi online benar-benar mencerminkan maqasid al-syariah yaitu menjaga 

keadilan, harta dan kepercayaan dalam muamalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penerapan khiyar syarat terlihat pada adanya masa garansi yang 

diberikan, yaitu selama tiga hari sejak barang diterima. Dalam masa 

tersebut, pembeli memiliki hak untuk menilai kesesuaian barang 

akad. Namun demikian, masa garansi yang terbatas ini kadang 

dianggap singkat konsumen. 

2. Penerapan khiyar aib diwujudkan dalam kebijakan retur apabila 

terdapat cacat produksi. Barang dapat dikembalikan selama masih 

dalam masa garansi, sedangkan kerusakan yang diakibatkan oleh 

kesalahan pengguna ( human eror ) tidak termasuk kebijakan retur. 

Mekanisme ini menunjukkan bahwa hak khiyar tetap dijamin, 

namun dengan batasan yang adil agar tidak merugikan pihak 

penjual. 

secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan khiyar di 

marketplace Razka smartphone sudah sesuai dengan prinsip fiqih 

muamalah. Meskipun demikian masih ada beberapa kendala yang 

perlu diperhatikan, seperti perbedaan persepsi mengenai kondisi 

barang bekas, keterbatasan masa garansi, serta prosedur retur yang 

dianggap kurang praktis. 
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B. Saran 

     Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan marketplace 

Razka smartphone maupun penelitian selanjutnya. 

1. Untuk marketplace Razka smartphone diharapkan dapat memperpanjang 

masa garansi, misalnya dari tiga hari menjadi tujuh hari , agar konsumen 

memiliki waktu yang lebih leluasa untuk memeriksa kondisi barang. Selain 

itu, prosedur retur perlu disederhanakan dan dilengkapi dengan panduan 

yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan 

pembeli. Pihak pengelola juga dapat menambah variasi metode pembayaran 

selain tunai dan transfer, seperti e-wallet atau sistem Cash On Delivery 

(COD), untuk memberikan kenyamanan yang lebih bagi konsumen. 

2. Untuk penelitian selanjutnya  

penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan khiyar pada 

marketplace lain sebagai bahan perbandingan. Selain itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai sejauh mana penerapan khiyar 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen dalam 

transaksi digital berbasis syariah. 

Dengan adanya saran-saran ini diharapkan marketplace Razka smartphone 

dapat terus menyempurnakan sistemnya sehingga penerapan khiyar tidak 

hanya sesuai dengan kaidah fikih muamalah, tetapi juga mampu 

meningkatkan kepuasan marketplace yang berorientasi pada prinsip-prinsip 

syariah. 
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